PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 18 TAHUN 2005
TENTANG
KOM S| KEJAKSAAN REPULBLI K | NDONES A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 38 Uhdang-undang Nonor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu nenetapkan Peraturan
Presi den tentang Komsi Kej aksaan Republ i k | ndonesi a.

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang- Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

2. Undang-undang MNonor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
I ndonesi a (Lenbaran Negara Tahun 2004 Nonor 67, Tanbahan Lenbaran
Negar a Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4401);

MEMUTUSKAN

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG KCM S KEJAKSAAN REPUBLI K | NDONESI A

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

DCal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Komsi Kej aksaan Republik Indonesia yang sel anjutnya di sebut Kom si
Kej aksaan adal ah Komsi sebagai nana di naksud dal am Pasal 38 Unhdang-
Undang Nonor 16 Tahun 2004 tentang Kej aksaan Republ ik | ndonesi a

2. Kej aksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan
adal ah | enbaga penerintahan sebagai nana di naksud dal am Pasal 2 ayat
(1) Undang-Whdang Nonor 16 Tahun 2004 tentang Kej aksaan Republ ik
| ndonesi a.

3. Jaksa Agung adal ah PR npi nan Kej aksaan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 18 ayat (1) Unhdang-Uhdang Nonmor 16 Tahun 2004 tentang Kej aksaan
Republ i k | ndonesi a.

4., Jaksa adal ah pejabat sebagai mana di naksud dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Uhdang Nonor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
| ndonesi a.
Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini di bentuk Komsi Kejaksaan.

BAB | |
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagi an Kesatu



Kedudukan
Pasal 3

(1) Komsi Kejaksaan nerupakan |enbaga penerintahan non struktural yang
dal am nel aksanakan tugas dan wewenangnya bersifat nandiri, bebas dari
pengar uh kekuasaan nanapun.

(2) Komsi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung anab kepada
Presi den.

Bagi an Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Komsi Kejaksaan terdiri atas pinpinan dan anggota yang sel uruhnya
berjumah 7 (tujuh) orang.

(2) PR npinan Komsi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wékil Ketua
yang nerangkap Anggot a.

(3) Anggota Komsi Kej aksaan adal ah pej abat Publ i k.

(4) Keanggotaan Komsi Kejaksaan sebagai nana dinmaksud pada ayat (1)
terdiri atas mantan jaksa, praktisi hukum akademsi hukum dan
anggot a nasyar akt .

Pasal 5

(1)) PAnpinan Komsi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota Kom si
Kej aksaan.

(2) Ketentuan nengenai tata cara pemlihan pinpinan Komsi Kejaksaan
di atur ol eh Komsi Kejaksaan.

Bagi an Ketiga
Keuangan

Pasal 6

Hak keuangan Ketua, Vékil Ketua, dan Anggota Komsi Kej aksaan di atur dengan
Keput usan Presi den.

Pasal 7

Anggaran Komsi Kej aksaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bel anj a
Negar a.

Bagi an Keenpat
Sekretari at

Pasal 8

(1) UUituk nendukung kelancaran pel aksanaan tugas Komsi Kej aksaan
di bentuk Sekretariat Komsi Kejaksaan.

(2) Sekretariat sebagai nana di maksud pada ayat (1) dipinpin oleh Kepal a
Sekretariat yang dalam nel aksanakan tugasnya secara fungsional
ber t anggungj anab kepada Kom si Kej aksaan.



(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Kepal a Sekretariat sebagai nana di naksud pada ayat (2) dijabat ol eh
Pej abat Pegawai Negeri S pil yang diangkat dal am jabatan struktural
Eselon |la.

Pasal 9

Sekretariat Komsi Kejaksaan dibentuk dan berada di [|ingkungan
Kej aksaan Agung Republ i k | ndonesi a.

Sekretariat Komsi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4
(enpat) Bagian dan nasing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub
bagi an.

Ketentuan lebih |anjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja
Sekretariat Komsi Kejaksaan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan ol en Jaksa Agung setel ah nendapat persetujuan
dari Menteri yang bertanggung jawab di bi dang pendayagunaan apar at ur
negar a.

BAB I |
TUGAS DAN VWEWENANG

Pasal 10

Kom si Kej aksaan nenpunyai tugas :

a. nel akukan pengawasan, penantauan, dan penilaian terhadap
kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dal am nel aksanakan tugas
kedi nasannya;

b. nel akukan pengawasan, penantauan, dan penilai an terhadap sikap
dan perilaku Jaksa dan pegawai Kej aksaan bai k di dal am nmaupun
di luar tugas kedi nasan;

C. nel akukan penantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,
kel engkapan sarana dan prasarana, serta sunber daya nanusia di
I i ngkungan Kej aksaan; dan

d. nenyanpai kan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan,
penant auan, dan penilai an sebagai nana tersebut huruf a, huruf
b, dan huruf c untuk ditindakl anjuti.

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nrana di maksud pada ayat (1), Komsi

Kej aksaan wajib :

a. nenaati nornma hukum dan ket entuan perat uran per undang- undangan;
dan

b. nenj aga kerahasi aan keterangan yang karena sifatnya nerupakan
rahasi a Kom si Kej aksaan  yang di perol eh ber dasar kan

kedudukannya sebagai anggot a.

Pasal 11

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 10 ayat (1),

Kom si

a.

Kej aksaan berwenang :

nenerina |aporan nasyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai
Kej aksaan dal am nel aksanakan tugas baik di dalam naupun di |uar
kedi nasan;

nemnta infornasi dan badan penerintah, organisasi, atau anggota
nasyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di [|ingkungan
Kej aksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan
nmaupun berkai tan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kej aksaan di dal am



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

atau di |uar kedi nasan;

nenanggi| dan nmemnta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kej aksaan
sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pel anggaran peraturan
kedi nasan Kej aksaan;

nemnta infornasi kepada badan di |ingkungan Kej aksaan berkaitan
dengan kondi si organi sasi, personalia, sarana, dan prasarana;

nemnta nasukan dari nasyarkat tentang kondi si or gani sasi ,
kel engkapan sarana, dan prasarana serta sunber daya nanusia di
I i ngkungan Kej aksaan.

nenbuat |aporan, rekonendasi, atau saran yang berkaitan dengan
perbai kan dan penyenpurnaan organisasi serta kondisi |ingkungan
Kej aksaan, dan atau penilai an terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan
pegavnai Kej aksaan kepada Jaksa Agung dan Presi den.

Pasal 12

Dalam hal peneriksaan perilaku dan/atau pelanggaran peraturan

kedi nasan Kej aksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan,

peneri ksaan tersebut harus dil aporkan kepada Komsi Kej aksaan.

Komsi Kejaksaan dapat nenganbil alih peneriksaan sebagai nana

d| maksud pada ayat (1), apabila :
peneri ksaan ol eh aparat internal tidak nenunjukkan kesungguhan
atau berlarut-larut;

b. hasi| peneri ksaan ol eh aparat pengawasan internal dinila tidak
sesuai dengan kesal ahan yang dil akukan ol en Jaksa atau pegawai
Kej aksaan yang di peri ksa; dan/ atau

C. terjadi kolusi dalam peneriksaan oleh aparat pengawasan
internal .

Pasal 13

Calam hal Komsi Kejaksaan nel akukan peneriksaan terhadap dugaan
pel anggaran perat uran kedi nasan Kej aksaan serta sikap perilaku Jaksa
dan pegawai Kej aksaan, Komsi Kej aksaan nenberitahukan kepada Jaksa
Agung nengenai di mul ai nya peneri ksaan.

Dalam hal Komsi Kejaksaan nenerinma |angsung |aporan nasyarakat
sebagai nana di naksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib nengirinkan
salinan l|aporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak
lanjuti oleh aparat internal.

Pasal 14

Pel aksanaan tugas Komsi Kej aksaan sebagai rana di maksud dal am Pasal
10 ayat (1), tidak bol eh nengganggu kel ancaran tugas kedi nasan Jaksa
dan pegawai Kej aksaan atau dapat nenpengar uhi kenandirian Jaksa dal am
penunt ut an.

Senua pegawai di |ingkungan Kej aksaan wajib nenberi kan keterangan
dan/atau data yang dimnta Komsi Kejaksaan dalam nel aksanakan
t ugasnya.

Cal am hal pegawai di |ingkungan Kej aksaan sebagai nana di naksud pada
ayat (2) tidak nenberikan keterangan dan/atau data yang dimnta,
Kom si Kej aksaan nengaj ukan usul kepada atasan yang ber sangkut an agar



nenj at uhkan sanksi sesuai perat uran per undang- undangan.

Pasal 15

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 10 ayat (1) huruf
d, Komsi Kej aksaan dapat nenyanpai kan nmasukan berupa usul

a.

b.

(1)
(2)
(3)

Uht uk

CoTor

o

5 Qo

(1)
(2)

per bai kan, penyenpurnaan, penbenahan organisasi, kondisi, atau
kinerja di |ingkungan Kej aksaan;

penberi an penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang
dinilai berprestasi luar biasa dal am nel aksanakan tugas kedi nasannya;
dan/ at au

penberi an sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kej aksaan sesuai dengan
pel anggaran yang dil akukan sebagai mrana di naksud dal am Peraturan
Penerintah Nonor 30, Tahun 1980 tentang Peraturan D siplin Pegawai
Negeri S pil dan/atau peraturan perundang-undangan | ai nnya.

Pasal 16

Penganbi | an keputusan Komsi Kejaksaan dil akukan secara nusyawarah
unt uk nencapai nuf akat .

Apabi la penganbil an keputusan secara nusyawarah tidak tercapai,
penganbi | an keput usan di | akukan dengan suara t er banyak.

Keput usan sebagai mana di naksud pada ayat (2) adal ah sah apabil a rapat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Kom si
Kej aksaan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEIVBERHENTI AN

Bagi an Pertana
Pengangkat an

Pasal 17
dapat di angkat nenjadi Anggota Kom si Kej aksaan harus nenenuhi syar at

war ga negara | ndonesi a;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berusia paling rendah 40 (enpat puluh) tahun dan paling tingg 68
(enam pul uh del apan) tahun pada saat proses pemli han;

di ut amakan nenpunyai pengal anan di  bi dang hukum paling singkat 15
(It nma bel as) tahun;

nemliki integritas dan kepribadi an yang tidak tercel g;

sehat jasmani dan rohani;

tidak pernah dijatuhi pidana karena nelakukan tindak pidana
kej ahat an; dan

nel apor kan harta kekayaan.

Pasal 18
Jaksa Agung nengaj ukan 14 (enpat bel as) nana cal on Anggota Kom si

Kej aksaan kepada Presi den.
Presiden nem!lih dan nenetapkan 7 (tuj uh) Anggota Komsi Kej aksaan.



Pasal 19

Anggota Komsi Kej aksaan nenegang j abatan sel ana nasa 4 (enpat) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kenmbali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Sebel um nenmangku jabatannya, Anggota Komsi Kejaksaan wajib
nengucapkan sunpah atau janji secara bersana-sana nenurut agananya di
hadapan Presi den.

Anggota Komsi Kejaksaan yang berhal angan nengucapkan sunpah atau
janji secara bersana-sana sebagai nana di naksud pada ayat (1), atau
anggota pengganti sebagai nana di naksud dal am Pasal 26, nengucapkan
sunpah atau janji di hadapan Ketua Komsi Kej aksaan.

Sunpah atau janji sebagai mana di naksud pada ayat (1) berbunyi sebagai
beri kut :

"Saya bersunpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
nel aksanakan tugas ini, langsung atau tidak |angsung, dengan
nenggunakan nana atau cara apapun juga, tidak nenberikan atau
nenj anj i kan sesuat u apapun kepada si apapun j uga".

"Saya bersunpah/berjanji bahwa saya, untuk nelakukan atau tidak
nel akukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan nenerina
langsung atau tidak l|angsung dan siapapun juga suatu janji atau
penberi an”.

"Saya berunpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
nenpert ahankan serta nengamal kan Pancasila sebagai dasar negara,
Undang- Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik
| ndonesi a".

"Saya bersunpah/ berjanji bahwa saya senanti asa akan nenj al ankan tugas
dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif,
juur, berani, adil, tidak nenbeda- bedakan jabatan, suku, agana, ras,
jender, dan golongan tertentu dan akan nel aksanakan kewajiban saya
dengan sebai k-bai knya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, nasyarakat, bangsa, dan negara".

"Saya bersunpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan nenol ak atau
tidak nenerinma atau tidak nau di pengaruhi ol eh canpur tangan si apapun
juga dan saya akan tetap teguh nel aksanakan wewenang dan tugas saya
yang di ananat kan Uhdang- undang kepada saya".

Pasal 21

Anggot a Kom si Kej aksaan di | arang nerangkap nenj adi

PoooT W

@—h

pej abat negara atau penyel enggara negara nenurut peraturan perundang-
undangan;

haki m at au j aksa;

advokat ;

notaris dan/atau Pej abat Penbuat Akta Tanah;

pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha mlik negara atau badan
usaha swast a;

pegawai negeri; atau

pengurus partai politik.

Bagi an Kedua



Ket ua,

Penber hent i an
Pasal 22

Wkil Ketua, dan Anggota Komsi Kejaksaan diberhentikan dengan

hornat dan j abat annya ol eh Presi den atas usul Komsi Kej aksaan apabil a:

Qoo

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

neni nggal duni a;

permntaan sendiri;

sakit jasmani atau rohani terus nenerus; atau
ber akhi r nmasa j abat annya.

Pasal 23
Ketua, Vékil Ketua, dan Anggota Komsi Kejaksaan di berhenti kan tidak
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komsi
Kej aksaan dengan al asan:
a. nel anggar sunpah j abat an;
b. dijatuhi pidana karena bersalah nelakukan tindak pidana

kej ahat an ber dasar kan putusan pengadi |l an yang tel ah nenperol eh
kekuat an hukum't et ap;

C. nel akukan per buat an tercel a;

d. terus nenerus nelalai kan kewajiban dalam nenjal ankan tugas
pekerj aannya; atau

e. nel anggar | arangan rangkap jabatan sebagai nana di naksud dal am
Pasal 21.

Pengusul an  penberhentian tidak dengan hornmat dengan al asan
sebagai nana di maksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dil akukan
setel ah yang bersangkutan diberi kesenpatan secukupnya untuk nenbel a
diri di hadapan Komsi Kej aksaan.

Pasal 24

Ket ua, Veki | Ket ua, dan Anggota Kom si Kej aksaan  sebel um
di berhenti kan tidak dengan hornat sebagai mana di maksud dal am Pasal 23
ayat (1) dapat diberhentikan senentara dari jabatannya ol en Presiden
atas usul Komsi Kej aksaan.

Ter hadap pengusul an penber henti an senent ara sebagai mana di maksud pada
ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagai mana di naksud dal am Pasal 23
ayat (2).

Pasal 25

Apabi | a terhadap seorang Anggota Komsi Kej aksaan terdapat perintah
penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komsi Kej aksaan
tersebut di berhentikan senentara dari | abat annya.

Apabi | a seorang Anggota Komsi Kejaksaan dituntut di nuka pengadil an
dal am perkara pi dana tanpa ditahan sebagai mana di naksud dal am Hiukum
Acara P dana, yang bersangkutan dapat diberhentikan senentara dari
| abat annya.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komsi Kej aksaan, Jaksa
Agung nengusul kan cal on anggot a pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari



(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

jumah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan
di t et apkan.

Masa j abatan anggota pengganti Komsi Kej aksaan sebagai nana di maksud
pada ayat (1) berakhir bersanaan dengan nasa jabatan anggota yang
di gant i kannya.

BAB V
PELAPCRAN

Pasal 27

Kom si Kej aksaan nenyanpai kan | aporan berkal a kepada Presiden paling
kurang nenuat hal - hal sebagai beri kut :

a. | apor an penggunaan anggar an;
b. dat a yang berkai t an dengan pel aksanaan t ugas;
C. dat a yang berkai tan dengan rekonendasi kepada Jaksa Agung.

Laporan sebagai nana di naksud pada ayat (1) disanpai kan pul a kepada
Jaksa Agung.

BAB M
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Anggot a Komsi Kej aksaan ditetapkan paling | anbat 90 (senbil an pul uh)
hari terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Komsi Kej aksaan nel aksanakan tugas dan wewenangnya pal i ng | anbat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Anggota Kom si
sebagai nana di maksud pada ayat (1).

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A

ttd.

D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



